
Belum semua perusahaan menyediakan tempat
penitipan anak (TPA).
Untuk perusahaan migas, TPA yang terlaludekat
dengan lokasi kerja berisiko anak terpapar zat
berbahaya.
Pekerja sangat mendukung penambahan cuti.
Namun, khawatir peluang mendapatkan
pekerjaan lagi akan lebih sulit;
Pekerja menginginkan komposisi cuti melahirkan
lebih lama diberikan setelah melahirkan
sehinggadapat maksimal dalam memberikan
ASI;
Pengusaha keberatan dengan penambahan cuti
karena akan mengganggu produktivitas
perusahaan.
Dari sisi kesehatan ibu dan anak, penambahan
cutimelahirkan akan mendukung pemberian ASI
Eksklusif, mencegah stunting, dan meningkatkan
stimulasi tumbuh kembang anak.
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Pemberian cuti hamil dan cuti melahirkan
perlu dirumuskan secara hati-hati,
mempertimbangkan kepentingan pekerja
dan pengusaha karena akan berdampak
secara berbeda terhadap pekerja dan
pengusaha.
Penambahan cuti hamil dan melahirkan
bagi pekerja perlu disertai dengan jaminan
bahwa pekerja perempuan tidak akan
kehilangan pekerjaan setelah cuti selesai.
Penambahan cuti melahirkan sebaiknya
diperbanyak pada pascamelahirkan;
Untuk mendukung pemberian ASI
Eksklusif, perusahaan perlu menyediakan
TPA, dengan memerhatikan kemampuan
perusahaan dan keamanan lokasi TPA bagi
anak.
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Komisi VIII DPR RI bersama
dengan Pemerintah sedang
melakukan pembahasan RUU
tentang Kesejahteraan Ibu
dan Anak (RUU KIA). Salah
satu substansi yang diatur
dalam RUU ini adalah yang
terkait dengan ketentuan
mengenai cuti hamil dan cuti
melahirkan.

Latar Belakang

Temuan

Permasalahan
Bagaimana implementasi
kebijakan yang terkait
dengan pelaksanaan hak
cuti hamil dan cuti
melahirkan selama ini?;
Bagaimana pengaturan
tentang cuti hamil dan
melahirkan dalam RUU KIA
dari perspektif pekerja dan
pengusaha maupun dari
sisi kesehatan ibu dan
anak?
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